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SALINAN

TENTANG

STANDAR BELANJA PEMER1NTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa dalaw rangka melaksanakan Altaian
PendapaUui dim Belanja Daer^h Tahun Anggaran
2017 agar dapat berjalan tertib, teratur, efektif,
efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang
perlu untuk menyusun standar belanja sebagai
pcdoman bagi pclaksana kegiatan yang bersumber
dan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Pringsewu;

h bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pemerintah
KabupuUn Pringsewu Tahun Anggaran 2017;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomar 28 Tahun 1999 tentang
Penydenggara Negara Yang Beraih. dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lx^mbajmi Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan *
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengplolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400];



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan National
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangart Keuangan antara Pemerirrtah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pentbentukan Kabupaten Pringsewti dt Provinet
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribust Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nonioi 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pertrndang-tmdangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24)15
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan- Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana teiah diubah beberapa kali
terakhir dengan Per-aturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502] sebagaimana telah diubah
dengan Pferaturan Pemerintali Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15, Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Femenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PcngelolaEin Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Slandai
Pelayenan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Notttot ISO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Ffenyeltiiggtiitian Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (LemJaaian Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

20. Peraturan Pemerintah Honor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) ecbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Numur 5352);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tabun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 5165];

23. Peraturan Prcaidcn Honor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehsgaimana
telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

24. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Social yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541];

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012
tentang Peijalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
(Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2012 Nomor
678);

27. Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomoi 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Pnoduk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Darrah Tahun Anggaran
2017 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 874);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/
2016 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pökok-poknk Pengelolaan
Kevangan Daerah [Lentbaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Perabentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 3TANDAR DELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHLJN
ANGGARAN 2017.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dupati ini yang dimaksud dengan:

1 , Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelcnggAra Pemerintah
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Satuan Organisaai Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daerah seteku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah

6. Pemegang Kelcuasaan Pengeldaan Keuangan Daerah
adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyaj
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kcpala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya diaehut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.



8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapashas
sebagai bendahara umum daerah.

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa. BUD adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

10. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat
Pernegang Kewenangan Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SOPD yang dipimpirmya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah
Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan
sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dalam melaksanakan sebagtan tugas dan
fungsi SOPD.

12. Ptejabat Penatausahaan Keuangan SOPD yang
selanjutnya disebut PPK-SOPD adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada
SOPD.

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disebut PPTK adalah Pejabat pada Unit Kctja SOPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

14, Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan
mempettanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.

15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Rungsional
yang ditunjuk menenma. menyinipan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SOPD.

16. Program adalah penjabaran kebijakan SOPD dalam
bentuk upaya ynng berisi satu atau lebih kegtatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi SOPD.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang
tHlaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SOPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusiaj, barang
modal termasuk peffiktian dful teknolögt, döJia ötau
kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/ Jasa.



18. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai penatribah nilai kekayaan bersih.

19. Pengeluaran Daerah adalah kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui scbagai pengarang nilai kekayaan
bersih,

20. Pembiayaan Daerah adalah semua pencrimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran benkutnya.

Pasal 2

Stander Ddanja merupakan acuan tertinggi belanja
kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten
Pringsewu.

Pasal 3

Stander Belanja digurtakan sebagai Pedoman bagi Satuan
Organisasi Perangkat Daerah. (SOPD) dl lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Organisasi
Perangkat Daerah (RKA SOPD1 dan pelaksaaan Kegiatan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD).

Pa&al A

Terhadap usuian biaya kegiatan yang belum diatur dalam
Peraturan Dupati ini, tetapi dtperlukan oleh SOPD/Unit
Kerja dilingkungsn Pemerintah Daerah Kabupaten
Pringsewu harus melalui Kajian dan Analisa dari Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang
perhitungannya dilakukan secan* prupcnsimal dan dapat
dipertanggurigjawabkan dengan menganut prinsip efisien,
efektif, bersaing, transparan, akuntabel dan
mencantumkan besaran biaya yang diberikan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Standar Belanja sebagalmana
dimaksud dalam Paard 2r maka segala seauatu yang
mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu harus mengacu
pada Standar Belanja dimaksud.

Pasal 6
Stander Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
secara tinei tercantum dalam ïjimpiran yang mempakan
bagjan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



BAB H
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai beriaku, Peraturan Bupati
Pringsewu Womor 33 Tabun 2016 tentang Standar
Bclanja Pemerintnh Kabupaten Pringsewu Tabun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016 Nomor 33J, dicabut dan dinyatakan tidak
beriaku.

Pa Rai 8

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal
diuiidangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 5 Jtni 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 15 juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 21

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabup^ten Pringsewu,

WASKU O SURYANTO,S.H.,S.IP.,M.H



LAMPÏRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR ; 21
TAHUN : 15 Jtmi 2047

STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PRÏNGSEWU

TAHUN ANGGARAN 2017

L Honorarium Pengdola Keuangan, Barang dan Kegiatan

a Pengeltila Anggaran/Harang pada OPD

1 , Pengguna Anggaran/Pengguita Barang tuendaptft honorarium menurut jumlah pagu
anggaran OPD dengan nncian scbagai berikut

No Pengguna Angcaran Satuan Biaya
i Pagu amggaran s/d 500 juta O/B Rp 500.000
2 Pagu anggaran diatas 500 jutas/d 1 Milyar O/B Rp 600.000
3 Pagu anggarandiatas I Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 700.000
4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp 800.000
5 Pagu anggarandiatas 5 Miiyar s/d 10 Milyar O/B Rp. 900.000
6 Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp l UUU.UUÜ
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp 1,250.000

2. Kuasa Pengguna Anggaran/Banmg mendaput honorarium menmul jumlah pagu
anggaran dengan nneian sebagai berilcut:

No Kuasa Pengguna Anggaraa/Barang Satuan Btaya
1 Pagu anggarans/d 500 juta O/B Rp 400.000
2 Pagu anggarandiatas 500 jutas/d 1 Milyar O/B Rp. 500.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp 600.000
4 Pagu anggarandiatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyai O/B Rp. 700.000
5 Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 1 0 Milyar O/B Rp. 800.000
6 Pagu anggerandiatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp 900.000
7 Pagu anggarandiatas 50 Milyar O/B Rp. 1.000.000

3. Pejabat Penatausahaaii KeuangarrOPD mendapat honorarium menunit jumlah pagu
anggaran dsngan nneian sebagai benkut

Nu PcJabuL Pcitalausabaan Kcuaiigau Salumi Biaya
1 Pagu anggarans/d 500 juta O/B Rp, 300.000
2 Pagu anggarandiatas 5OOjataa/d 1 Milyar O/B Rp. 400.000
3 Pagu anggaran diactos 1 Milyar o/d 2,5 Milyar O/B Rp. 450.000
4 Pagu anggarandiatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp. 500.000
5 Pagu anggpran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp 550 oon
6 Pagu anggarandiatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 600.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 700.000



4. Pejabat Fembuat Komitmen mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran
dengun rincion sebagui berikut:

No Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500 juta O/B Rp, 750.000
2 Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar O/B Rp. 1.000.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2^5 Milyar O/B Rp. 1.250.000
4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar &fd 5 Milyar O/B Rp. 1.500,000

5 Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp, 1.750,000

6 Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 2.000.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 2.250.000

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah selunih
pagu anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dengan
rincian sebagai ben km:

No PPTK Satuan Biaya
1 Pagu anggarans/d 500 juta O/B Rp. 300.000
2 Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar O/B Rp, 350.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp, 450,000

4 Pagu anggaran dialas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 550.000
5 Pagu anggaran dialas 50 Milyar O/B Rp. 650.000

6. Tenaga Teknis Lapangan Pekerjaan mcndapat honorarium menurut jumlah pagu
anggaran dengan nncian sebagai berikut:

No TTLP Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500 juta O/B Rp. 200.000
2 Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar O/B Rp. 250.ÖO0

3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 300.000
4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp. 350.000
1 Pagu anggaran dialas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp 400 000
6 Pagu anggaran dialas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 450.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/R Rp 500000

7. Bcndahara PenerimaaD atau Bendahara Pengeluaran mendapat hororanum menurut
jumlah pagu anggaran dengan nncian sebagai berikut:
a. Bendahara Pengeluaran

No Bendahara Pengeluaran Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500 juta O/B Rp, 300,000

2 Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar O/B Rp. 400.000
’ 3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 500.000

4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp. 600.000
5 Pagu anggaran dialas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp. 700.000

: 6 Pagu anggaran dialas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 800.000
Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 900,000

8 Bcndahara Pengeluaran SKPKD diatas 100 Milyai O/B Rp. 1.500.000



b. Bendahjua Penerimaan

No Bendahara Penerimaan Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500 juta O/B Rp. 300.000
2 Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar O/B Rp. 400.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 450.000
4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp, 500.000
5 Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp, 6Ü0.ÜO0

6 Pagu anggaran diatas W Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 700.000
7 Pagu anggaran diaias 50 Milyar O/B Rp. 800.000

B. Bcndahara Penenmaan Pembaniu ntuu Bendahara Peng&luaran Pembantu mendapat
honorarium menunit jumlah pagu anggaran denman rincian scbaguiberikut:

a. Bendahara Pengeluaran Pemhantu

No Bendahara Pcngcluaratt Pembantu Satuan Biaya
1 Pagu anggaran s/d 500 juta O/B Rp. 200.000
2 Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar O/B Rp. 300,000

3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 350,000

4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp. 400000
5 Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10Milyar O/B Rp. 450000
6 Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 500.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 600.000

b. Bendahara Penerimaan Pembantu
No Bendahara Penerimaan Pcmbantu Satuan Biaya
1 Pagu anggarans/d 500 juta O/B Rp. 200,000

2 Pagu anggaran diatas 500 juta s/d1 Milyar O/B Rp. 250.000
3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 300.000
4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp. 350.000
5 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp. 400.000
6 Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 45Q.000

7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 500.000

9. Femb&ntu Hendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran mendapai lumurarium
menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagm benkut:

a, Pembantu Bcndahaia PcngcluaraiVStaf Pcngtlola

No Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Satuan Biaya
J Pagu anggarans/d 500 juta O/B Rp. 150.000
2 Pagu anggaran diatas 300 juta s/d 1 Milyar O/B Rp 175.000
3 Pagu anggaran diatas l Milyai s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 200.000
4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar O/B Rp- 250.000
5 Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10Milyar O/B Rp. 270.000
6 Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 340.000
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 410.000



b. Pembantu Bendahara. Penenmaan/Staf Pengelola

No Pembantu Bendahara PeucnmaarVStaf Pengelola Satuan Biaya
t Pagu anggaran s/d 500 juU O/B Rp. 100.000
2 Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar O/B Rp. 125,000

3 Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B Rp. 150.000
4 Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar sd 5 Milyar O/B Rp. 200.000
5 Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B Rp. 250.000
6 Pagu anggaran diaias IQ Milyar s/d 50 Milyar O/B Rp. 300.000^
7 Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B Rp. 350.00»

10, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna, serta
Pengurus Barang Pembantu di Kuasa Pengguna peda OPD mendapat honorarium
menurui jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai benkrat:
a, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu PengurusBarang Pengguna

No Pengurus Barang Satinn Biays

1 Pengurus Barang Pengguna. DisdikBUD, Dinkes,
PU dan Pers. Sekretanat Daecah

OB Rp. 750 000

2 Pengurus Barang Pengguna OPD seiain yang
tertera di nomor 1

OB Rp. 500 000

3 Pembantu Pengurus Barang Pengguna
DisdtkBUD, Dinkes, PU dar Pera, Sekreiariai
Dacrah

OB Rp. 500,000

4 Pembantu Pcnguntö Bfming Pengguna. OPD
seiain yang tertera di nomor 3

OB Rp. 300.000

b. Pengurus Barang Pembaniu di Kuasa Penggmra Barang

No Pengurus Barang Pengguna Satuan Biaya
1 Pengurus Baratig Pembantu di RSUD OB Rp. 650.000
2 Pengurus Barang Pembantu di UFT instalasi

Fannasi Dinkes
OB Rp. 500.000

3 Pengurus Barang Pembantu di SMFN, Puskes,
UPID

OB Rp. 400,000

4 Pengurus Barang Pembantu di SDN OB Rp. 300.000
5 Pengurus Barang Pembantu Pustu dan Kelurahan UB Rp 150.000

t Belanja Operational, Tambahan Penghasilan, 1ïenor Pelaksana Kegiatan

No Uraian Satuan Biaya
1 2 s 4

1 Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
a. Bupati O/T Rp. 225.Ö00.ÖÜÖ
b. Waktl Bupati O/T Rp. 175.000.000

2 a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Keija
Pc^abat Structural
1 . Sekretaris Daerah O/B Rp. 15.000.000
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3

2, Asisten __ O/B
Ó/B

Rp, 12500,000

3 Staf AhJi Bupati Rp. 10.000.000
4 Kepala Badan/Dinas/Sekwan/lnspektrr O/B

Ö/B

O/B

Rp. &r500 000
Rp. 3.500.000

....
Rp. 3.000.000

5. Kepda Kanter/KepaJa Bagjan/Direktur RSUD/
Sekretaris BPKAD, Bappeda, Bapenda, Inspcktorat

6, Sekretaris KPU3 Camat, SeDetans Kcrpn, Irto
inspcktorat, Kabid pada BPKAD, Bappeda dan
Bapenda

7, Sekretaris Badan/Dinas/lnstansi Lainnya
8. Kabid pada.Badan/Dinas/Instansi Lainnya, Sekcam
9. Kasubbag/Kasubid pada BPKAD, Bapenda dan

Bappeda, Krpala UPT pada Bapenda dan Kasubbag
pods. Iiupektorai

10. Kasubbag Protokoi pada Sekrelariat Daerah,
Secretariat DPRD dan Lurch

O/B
O/B_
O/B

O/B

Rp. 2.500.000
Rp. 1.500 0130
Rp. 1500,000

Rp. 1.250.000

11. Kasubbag pada Sekretanat Daerah dan Secretariat
DPRD

O/B Rp, 1.000.000
i

12. K^i/Kasubbag/Kasubbid/Kasi Kecomaton,
Kasubbag TU UPT pada Bapenda dan Kepala UPT
lainnya

O/B

.... -

Rp. 750.000|
1

13. Aj udan Bupati, Wakil Bupati dan Pintpinan DPRD O/B Rp. 750.000^
Rp, 600.0Ö014. Sekretaris Kelurahan O/B

15. Kaur Kclurahan'Kasubbag Kjccatnatan/Korpri O/B Rp. 500.000^
b. Tanbaton Penghasilan Berdasarkati Debar Kerja

Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD
O/B

-
1, Auditor / JF-P2ÜPD Madya Rp. 4.000.000
2. Auditor / IF-P2UPD Muda
3. Auditor/ JF-P2UPD Pertama

O/B
Ó/B

Rp. 3,000.000
Rp. 2.000.000

Tambahan Penghasitan Berdasarkan Kelangkaan Profest
Rp. 1.0W.00Ö
Rp. 750.000

a. Penguji Kendaraan Bcnnotor
b. AnaHsts Kepegawaian

O/B
O/B

4 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
a. Ketua O/B Rp. 4.000.000
b. Wakil KcLua/ Kuurdinalui O/B Rp. 3500.000

Rp. 3.000.000c. Sekretaris O/B
d. Anggota O/R Rp. 2 000.000

Rp' 3.000 ÖÖ0e. Koordtnator Secretariat O/B
f. Anggota Secretariat O/B Rp. 1.000.000

5 Honor Tim Sinkroniiasi Program Pembangunan Daerah
a. Koordinator Daerah O/B Rp. 2500.000
b. Wakil Koordinator O/B Rp. 2.000.000
c. Ketua O/B Rp. 2.000.000
d. Sekretaris O/B Rp. 1.750.000
c. Koordinator Pclaksana O/B

O/B
Rp, 1,500.000

f Pelaksana Rp. 1.250,000

Rp LOOO.OOOg StafASN O/B
h Staf Non ASN O/B Rp. 300.000
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6 Honorarium Tim Penyusunart LKPD, LKPJ dan LKD
a. Kenia O/D Rp. 2.000,000

b. WakiL Kctua / Koordinator O/B Rp. 1.500 (WO

c Sekretaris 0/B Rp. 1.250,000
Rp. 1.000.000d. Anggota O/B

e. Koordinator Sekretariat 0/B Rp. 1,250.000

£ Anggota Sekretamt O/B Kp. 750.000

7 Honorarium Tim Reviuw LKPD, LKPJ, LAKTP dan APBD
a. Ketaa O/K Rp. 3.000.000
b Wakil Kelua/Kuoiditiator O/K Rp. 2.500.000

Rp. 2O0QO0Ó
Rp. 1.500.000

c. Sekretaris O/K
d Anggota 0/K

8 a. Honor Pengelola Kegiatan Pimpinan Daerah
1. Kabag Humas dan Protokol
2, Kasubbag Protokol
3, Staf ASN
4. Staf Non ASN

O/B
0/B
O/B
O/B

Rp. 2.000.000
Rp. 1.500.0001
Rp. LO0O.0O0
Kp. 750.000

b. Honor Pengelcla Kegiatan Pimpinan Daerah
1, Pembina O/K Rp. 400.000
2. Petigaroh O/K Rp 350000

Rp. 250.000
Rp. 175.O0Ö

3. Ketua O/K
4, Anggota O/K

c, Honorarium Pengtunanan dan PengawaJan Pejabat O/B Rp. 1.800.000

9 Honor Pengelola Peliputan dan Dokumerrtasi Kegiatan
Pemerintahan Daerah
a, Kasubbag Kehumasan dan Pers, Kasubbag Publikasi

dan Dvkuiucotasi
b. Staf ASN (Anggota)
c. Staf Non ASN (Anggota)

O/B

O/R
O/B

Rp. 1 .500,000

Rp. 1.000.000 ’
Rp. 750.000

10 Honor Tim Penyusunan dan Penjelasan Peraturan Daerah
a. Koordmatur
b Sekretaris
c, Anggota
d, Küütdinator Sokrctariat
e Anggota Sekretanat

/Naskah
/Naskah
/Naskah
/Naskah
/Naskah

Rp, 2.000.000
Rp. 1.500,000
Rp. 1.000,000

Rp. 1.000 000
Rp 750 000

11 Honor Tim Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi
a. Koordmatnr
b. Sekretaris
c, Anggota
d. StafSekretariat

/Perkara
/Perkara
/Perkara
/Perkara

Rp. 1,500.000
Rp. 1.250.000
Rp. 1.000.000
Rp. 500.000

12 Honor Tim Asistensi Penyusun dan Penjelasan Peraturan
Bupati
a. Ketua
b Sekretaris
c. Anggota
d. Koordinator Sekretanat
e. Staf Secretariat

/Naskah
/Naskah
/Naskah
/Naskah
/Naskah

Rp. 1.500.000
Rp. 1.250.000
Rp. 1,000.000
Rp. 1.000.000
Rp. 750.000
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13 Honor Hm KANHAM

a. Pcnanggungjavrab O/B Rp.
b. Ketua O/B Rp. 500.000
c. Sekretaris O/B Rp. 400.000
d. Anggota O/B Rp. 300.000

14 Honor Tim Pengdola Website JDIH
a. Ketua O/B Rp. 1.500.000
b, Sekretaris O/B Kp. 1.250.UOO
c, PokjaLimt Pengcmbaagam dan Pcmanfaatan Website O/B Rp. 1.000.000

JDIH
d. PokjaUnitDotumentasi dan Literasi Produk Hukum O/B Rp. 1.000,000
e. Anggota O/B Rp. 500.000

15 Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang dilaksanakan
dialas 15 han keqa, maka ditayar per bulan (bulanan)
a. PengarahyPembina O/B Rp. 250.ÜOU
b. PenasehatPcnanggungjawab O/B Rp. 225.000
c. Ketua O/B Rp. 200.000
d. Wakil Ketua O/B Rp. 200.000
e. Sekretaris O/B Rp. 175.000
f. Anggota O/B Rp. 150.000

16 Honor Tim/Panttia Pelaksana Kegiatan yang dilaksanakan
tnaksimal 15 han kerja, maka dibayar per hah (harian)
a. PengaraKTembtrUK O/TI Rp. 100.000
b. Periasehat^enanggimejawnb O/H Rp. SO.000
c. Ketua O/H Rp. 75,000
d. Wakil Ketua O/H Rp. 65.000
e. Sekretaris O/H Rp. 60.000
f. Anggota O/H Rp. 50.000

17 Jasa Tenaga Ahh / Instniktur ƒ Narasumber / Pengajar /
Pcitixiamah / Pemberi Match Dikiat f Bimtek / Kursus ƒ
Seminar atau Kegiatan Lamnya (PUsat & Proving) yang
ditetapkan atas dasarSK Bupati
a Esdon I/Pejabat Negara/ Dosen Tamu/yang disetarakan O/J Rp, 1.200,000
b. Eseton II/Guru Besar/Dosen Tamu/yang disetamkan O/J Rp, 1.000.000
c Esdonni/Doscn Tamu/yang disetarakan O/J Kp, 800.000
d. Esdon IV kcbawalv' Dosen Tainu/yajigdisclaiakan O/J Rp. 600.000 :
e Penceramah Agama O/K Rp. L000.000
f. Moderator O/Materi Rp. 200.000
g. MC dan Do’a O/K Rp. 200.000
h TeragaAhli kegiatan OH Rp. 600.000

18 Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar ƒ
Penceramah / Pemberi Materi Dikiat / Bimtek / Kursus /
Seintnar atau Kegiatan Lairmya (Datrah) yang ditetapkan
atas dasar SK Penggiina Angganm
a, Pengajar/Narasumber

1) Esehn Il/Dosem Tamuyang disetsrakan O/JP Rp. 500.000
2) bselon 111/Uosen Tamn/yang disetarakan O/JP Rp. 400.000
3) Esclon IV kebawati/Dosen Taiiiu/yang disclarakan O/JP Rp. 300.000
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b. Pcnccraiuab Agaiua O/K Rp. 500.000
c. Moderator OMateri Rp. 100.000
d. Instruktur O/JP Rp 100.000
e. MC dan DoX Dirijen Q/K Rp. 100.000
f Btaya Pembuatan Maten O/Maten Rp. 250.000
g. Tenaga Ahli Kegiatan OH Rp 300.000

19 l im Pent lat / Jun I Wasit Z Dewan Hakim kegiatan Lomba
dan kegiatan scjcnisnya
a. Ketua O/IP Rp. 60.000
b. Sekretans O/JP Rp- 50.000
c. Anggota O/JP Rp. 40.000

20 Honorarium Pmitia Pelaksana Kepatan Penyusunan
Bulletin / Majaiah yang dilaksanakan secara nitin / sctiap
1 bulan 7 3 Bulan
a Penanggungjawab O/K Rp. 250.000
b, Redaktur O/K Rp 200 000
c, Penyunting/editor O/K R? 175.000
d- Redaktur Pelaksana O/K Rp. 150,000
e Sekreuris O/K Rp. 125.000
f. Pcmbuat artikel O/K Rp. 100.000

21 Honorarium TitnPcliiksunaan Penegakan Peraturan Daerah
a. Komandan Satnan O/B Rp 250.000
b Komandan Operational O/B Rp. 200.000
c. Komandan Regu O/B Rp. 150 000
d, Anggola O/B Rp. 100.000

22 Honorarium Tim Pelaksana Petugas Patroli Pengamariaii
dan Kamtibims
a. Komandan Satuon O/K Rp 100.000
b Komandan Operasional O/K Rp. 75.000
c. Komandan Regu O/K Rp 10 ooo
d. Anggola O/K Rp. 30.010

23 Honorarium Koordinator/Operator/Penganlar SP2D dan
Advis
a. Operator Komputer pada Dinas/Badaii/Kantor/Satkef O/B Rp. 200.000

(1 Orang)
b. Kcordinator dan Operator Komputer Gaji (SIM Guji). O/B Rp 500.D0O

Adiïiinistrasi Pajak (DTHRTH), Koordinator dan
Administrasi/Operatoï SPD, Administrator SIMDA
pada BPKAD, Operator SIMKBDtS, PengeJola*
Pengantar SP2D dan Koordinator Advis, Operator
Consul PBB/BPHTB

i
E

c. Operator Komputer Penatausahaan Keuangan pada O/B Rp. 200.000
Satuan Keija Pengelola Keuangar Daerah (SKPKD)

d. Operator Komputer SIMDA-OFD [Perencanaan dan O/B 200.0Ü0Rp.
Penatausahsan Keuangan 2 Orang)

24 Honorarium Non ASN / Tenaga Kontrak
a. Petugas Kebersihan O/B Rp 1.000.000
b Operator alat berat petigenudi O/B Rp- 1.000.000
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c. Penjaga Kanlui O/B Rp. LOTO.WO
d. Pol - PP O/B RP 1.000,000
e. Operator SIAK/E-KTP/Pajak O/B Rp. 1.000.000
f Satgas Damkar dan Penanggulangan Bencana O/B Rp, 1.000.000
g. PenjagaPintuAir.Bendung O/B Rp. 1.000.000

25 Honor Majelis dan Sekretariat Majeljs Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-
TPGR) Keuangan dan Barang Daerah Kab. Pringsewu
a, Pembina O/B Rp. 1.000.000
b. Ketua O/B Rp 800,000
c Wakil Ketua O/B Rp. 750,000
d. Sekretans O/B Rp. 700.000
e Anggota O/B Rp. 600,000
f Kelua Sekretariat O/B Rp. 700.000
g. 1 im J ekms Sekretanat om Rp, 600.000
h Anggola Sekretariat O/B Rp. 500.000

26 Honorarium Fenunjang Pengembangan ƒ Penelitian /
Perekayasaan
a. Ketua Penditi om Rp

ï
t
i

250 000
b. Koordiaator Peneliti O/B Rp, 200.000
c. Sekretanat Peneliti O/B Rp. 150.000
d Fengolaiian Data Penelitian Rp. 1.500.000
c. Fetugaj Survey Kcspoaden Rp. 8.000
f. Petugas Lapangan O/H Rp. 50.000
g. Pembuat Jurnai Kelithangan Jumal Rp. 200 000

27 Btiya Operasional Penyduh (ASN/THL) (BP4K) O/B Rp. 300.000
2» Honor Pengeiola/Pelaksuu Kegiatan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN pada Puskesmasl
x Penanggungjawab FKTP O/B Rp. 250.000
b. Bendahara JKN Puskesmas O/B Rp. 250.000
c. Venfikator/Staf Pengelok O/B Rp. 200.000
d Ferencana Puskesmas O/B Rp. 200.000
e. Staf ASM Lainnya O/B Rp. 100.000 j

29 Honor Tim Pengelola Kegtatan Jarmnan Kesehatar
Nasional (JKN)
a. Ketua O/B Rp,

f

250,000
b. Wakil Ketua O/B Rp- 200,000
c. Sekretans O/B Rp. 175.000
d. Koordinater/Venfikator O/B Rp 200.000
e, Angguta O/B Rp. 150.000

30 Honorarium Tenaga Medis dan Pararaedis sebagai
Pcgawai Tidak TetapZPTT
t Dokter PTT O/B Rp,

E

2500.000
b. PerawatPTT O/B Rp- 1.500.000
e. BidanPTT O/B Rp 1,500.000 I
d Tenaga Kesehatan Laianya O/B Rp 1.000.000
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31 Honor PengelolaObat/Vaksin

a. Pengeiola Obal Iti&iaiasi FumaM Diuas OZB Rp. 250.000
b. Peagetola Obat Gudang Pusteswas O/B Rp. 200.000
c. Pengelnla Vatsin Dimas D/R Rp 100 000
d. Pengelola Vaksin Puskesmas O/B Rp. 75.000
e. Staf Pcngelola Instalasi Fannasi Dinas Non ASM O/B Rp. 50.000

32 Honorarium Pengawas Pendidikan
a. Honorarium Pengawas TK O/B Rp. 300.000
b. Honorarium Pengawas SD O/B Rp. 300.000
c. Honorarium Pengawas Rumpun O/B Rp. 300.000
d. Honorarium Pengawas Pendidikan Agama Islam O/B Rp. 300.000
c. Huuuiuiiuiu Pengawas Pcndkiikan Masyarakat O/B Rp. 300X00

33 Honorarium Non ASNbagi Pendidik dan Non Pendidik
a. Honorarium Pendidik O/B Rp. 150.000
b. Honorarium Non - Pendidik O/B Rp. 150.000

34 Hanoi / Pcagginti Uang Transport Pendamping dan
Operator PK H O/R Rp 350 000

35 Honor Tagana dan Penjaga Gudang/Ji^rstoe^
a. Tagana O/B Rp. 200.000
b. Penjaga Gudang Bufferstack O/B Rp. 200.000

36 Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
dan Pekepa Sosial Masyarakal (PSM)
a Tenaga Kesqahteraaii SosiaJ Kecamatan (TKSK) O/B Rp. 200.000
b, Pekerja Sosial Musyarakat (PSM) D/B Rp 150.000

37 Honor Pengurus dan Tim Profesi Lembaga Konsuitasi
Kjcscjahteraan Kduarga (LK3)
a. Pengums LK3

1. Penanggungjawab O/B Rp. 250.000
2. Ketua O/B Rp. 20O.CO0
3. Sekretaris O/B Rp. 175.000
4. Anggota O/B Rp. 150.000

b. Tim Profesi LK3
1. Pekerja Sosial O/B Rp, 250.000
2. Psikolog O/B Kp. 250.000
3. Polisi O/B Rp. 250.000
4. Advoknd O/B Rp. 250.000
5. Tenaga Konselor O/B Rp. 250.000
6. Tenaga Kesehaian O/B Rp. 250.000

3S Honor Petugas Pendata PMKS dan PSKS
a. Honor Tenaga Input Data Base PMKS

1. Operator Data Base PMKS O/B Rp. 200.000
2, Koordinaior Wilayah Kecamatan O/B Rp. 200.000
3. Petugas Pendalaan PMKS dar PSKS O/B Rp. 150.000

b. Honor Petugas Venfikasi dan Validasi data Keraiskinan O/K Rp. 600 000
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39 Honor Pendamping Cacat Berat, Asistensi Sosial l^anjut

Usta. KUBE.
O/B Rp. 150.Ü00

40 Honor Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD)
a. Tcnaga Ahli (Praktisi, Akadcmisi, Pakar Scjarawan) O/B Rp. 1.500.000
b. Tenagi dan Instansi kurmya O/B Rp. 1.500,000

41 Honorarium Pclaksana LPSE
a. Kepala LPSE O/B Rp. 500.000

b. Sekreturis LPSE O/B Rp. 450.000
c. Kepala Sub Unit LPSE O/B Rp- 430.000
d. Anggota Sub Unit O/B Rp, 300,000

42 Honorarium Pengelala Radio Pemerintah Daerah
a. Dewar Pengawas

L Ketua O/B Rp, 750,000
2. Wakil Ketua O/B Rp- 650.000
3. Anggota O/B Rp. 550.000

b. Dewan Direkïi
1 . Dircktur Utarna O/B Rp. 500,000

2. Direktur Teknis O/R RP 500 000
3. Direktur Pemberitaan O/B Rp- 500.000

c Penanggungjawab Penyelenggara Siaran
1. Pelaksana Program Siaran O/B Rp. 500.000
2. Pelaksana Pembawa Benta O/B Rp, 500.000
3. Pelaksana Teknis Studio Radio O/B Rp, 500,000
4. Pelaksana Tekrus Pemancar Radio O/B Rp 500.000
5. Pelaksana Teknis Kebersihan O/B Rp. 500.000
6. Pelaksana Teknis Keamanan O/B Rp 500.000

c Honorarium Pelaksana Unit Layanan Pengadaar adalah sebagai berikut

No Lraian Saturn Biaya

1
2

Ketua Unit Layman Pengadaan
Sekretans Unit Layman Pengadaan

O/B
O/B

Rp. 1 000.000
Rp. 750.000

3 Kepala Sub Unit Layanan Pengadaan O/B
l

Rp. 500.000
Rp. 350.0004 AnggotaSub Unit Layanan Pengadaan O/B

d. Honorarium Pcjabat Pengadaan dan Kelompok Kerja ULP adalah sebagai berikut

Nb Uraian Satuan Btaya
1 3 4

1 Honorarium Pcjabat Pengadaan Barang dan JasaPcincrintalj O/B Rp. 400.000

2 fagu Pengadaan öarang/Konstruksi dengan nitai Pagu s.d
20Qjt
a. Ketua Pokja ULP O/P

" Rp.-_25Ö"ÖÖÖ”
b. Anggota O/P Rp. 225.G00
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3 Pagu Pengadaan BarangKunstroksi dengan nilai Pagu
>200 jt s,d 500 jt
a Ketua Pokja ULP
b Anggota

O/P
O/P

Rp. 300.000
Rp 275 ÖOÖ

4 Pagu Pengadaan BarangrKonstmksi dengan nilai Pagu
> 500 jt s.d 1 M
a Ketua Pokja ULP O/P Rp. 350,000

b. Anggota O/P Rp 325 000

5

6

Pagu Pengadaan Barang^KonEtrukst dengan nilai Pagu
> 1 M s.d 2,5 M
a. KetuaPckjaULP Ö/P H Rp. 450.000
b. Anggota
Pagu Pengadaan Barang/Ktrnstiuksi dengan mlai Pagu diatas
2,5 M

O/P Kp. 425.0Ü0

a. KetuaPckjaULP O/P Rp. 500.000
b Anggota O/P Rp, 475.000

7 Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu s.d
50 juta
a. Ketua Pokja ULP 'ö/p“ Kp" 2UU.ÜUÓ
b. Anggota O/P Rp. 175.000

8 Pagu Pengadaan Jasa KoiiaulUuisi dei^au nilai Pagu > 50 jt
s.d 200 jt
a. KetuaPckjaULP
b, Anggota

O/P
ö/p

Rp. 300.000
Rp. 275.000

9 Pagu Pengadaan Jasa Konsnltansi dengan nilai Pagu
> 200 jt s.d 500 jt
a. Ketua Pokja ULP Ö/P

’

Rp, '4ÖG0OO
b, Anggota O/P Rp 375.000

10 Pagu Pengadaan Jasa Konsultan&i dengan nilai Pagu
> 500 jt s.d 1 M
a. KetuaPckjaULP
b. Anggota

O/P
O/P

Rp. 500.000
Rp. 475 OÖÓ

1 1 Pagu Pengadaan Jasa Konsoltansi dengan nilai diatas 1 M
a Ketua Pokja ULP O/P Rp 6ÖÓ.ÓÖÖ
b Anggota O/P Rp 575.000

e Honorarium Tim/Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Peteijaan adalah sebagai berikut:

No Uraian Satuan Biaya
7 2 3 4
1 Honorarium Pejabat Pcmeiiksa/Penerinia Hasil Pekerjaan O/B Rp 300.000
2 Pagu Pengadaan Batang/Jasa dengan nilai Rp 200 jt s.d 500 jt

a Ketua _ _ _
b. Sêkrctaris

_JJ/P
O/P

Rp 200.000
Rp 175.000

c Anggota O/P Rp 150.000
3 JPagu^engadaan Barang/Jlasa diatas Rp. 500 jt s/dRp. 1M

a Ketua O/P Rp 250.000
b. Sekretaris
c Anggota

O/P-p - Rp 225.000
Rp 20Ö.0Ö0



1 2 3 4
4 Pagu Fengadaan Barang/Jasa Rp, l Ms/dRp, 2,5 M

a Ketui
b. Sekretans O/P

Rp 300.000
Rp. 275.000

5
c. Anggota
Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 2.5 M

O/P Rp. 250.000

a. Ketua
b, Sekretaris

O/P
o/p

Rp 350.000
Rp. 300.000

c. Anggota O/P Rp 275.000

f. Bia\a Paket Pemenksaan Khusus Lnspektorat

No Uraian Satuan Biaya
1 Biaya Paket Pemenksaan Khusus^

a. Biaya Proses Pengumpulan Data
Paket Rp. 3 OOü.OOO

b. Biaya TrausporUsi Tim kg Lokasi
c. Uang Lembur Tim
d. Biaya Penyusunan Laporan

g. Honorarium Panitia dan Sekreteriat Seleksi Pengisian dan Mutasi JPT Pratama

No Uraian Satuan Biaya
] a Honorarium ParmaSeleksi Pengisian JP1 Pratama _

1 Ketua ö/k“_ Rp, 7,000^000
2. Sekretaris
3 Anggota

O/K
OZK

Rp 6 500 000
Rp. 6.0Ö0.00Ö

Honorarium PanitiaSekksi Mutasi JPT Pratama
1. Ketua O/K

O/K
Rp, 5.000.000
'

Rp, 4.500^0002. Secretaris
3 Anggota

c. Honorarium Sekretanat Panitia Seleksi Pengisian JPT
Pratama

O/K Rp. 4.000.000

L Ketua
2. Sekretaris

OZB _
Ó/B

Rp. 3000.000
Rp. 2.500.000

3 Anggota O/B Rp. 2.000.000

L Honorarium Tim dan Secretariat Baperjakat

No
1

Uraian Satuan Biaya |
a Honorarium Tim Bapenakat

1
i

~ Rp" -
850 01)0 ;

Rp. 750.000 :
Rp, 650,000

1. Ketua _ _
2. Sekretans
3. Anggota

_ k/B
O/B

b. Honorarium Sekretariat Baperjakat
1. Ketua
2. Sekretaris

O/B
Ö/B

'
Rp. 350.000
Rp, 300,000

’

3, Anggota O/B Rp. 200.000



i. Honorarium Pembimbmg/Mentor Peserta Diklat

No Uraian Satuan Biaya
1 Honorarium Pembimbing/Mentor Peserta Diklat

Rp. 50Ó"Ó0Ö"a Honor Mentor Diklat PIM 11 O/K
b. Honor Mentor Diklat PIM ill O/K Rp 400000
c. Honor Mentor Diklat PIM IV
d. Honor Mentor Prajabatan

O/K
O/K

Rp. 300.000
Rp. 250.000

j. Honorarium Pamtia dan Secretariat Tim Selekst Peserta Diklat instansi

No Uraian Satuan Biaya
1 a. Honorarium Panitia Seteksi Peserta Diklat Lnïtaasi

O/K
O/K

1. Ketua
2. Sêkretaris

Rp. 750.000
Rp. 700.000

3. Anggota O/K Rp. 650.000
b.HoiHjrarium Sckretariat Tim Seleksi Peserta Diklat

Lnslansi
1. Ketua
2. Sekretans
3, Anggota §

1

Rp. 503.000
Rp. 400,000
Rp. 300,000

k. Honorarium Kegiatan Diklat Prajabatan dan PIM IV

1. Uang Lembur, Lang Piket dan Uang Makan

Nü Uraian Satuan Biaya
1 a. Honorarium Kegiaiait Diklat Prajabatan dan PIM TV

L iMXsian Officer O/K Rp. LÖÖÖ.ÖÓÖ^
2, Evaluast Penydenggaraan O/K Rp. 1.500,000

No Uraian Satuan Biaya
1 Uang Lembur (LemburMaksmal 30 jam ketja/orang

per 1 bulan, maksintal per hari 4 jam)
a Golongan IV
b, Golongan III
c. Golongan 11
d. Gotongan I
e. Non ASN

“ÖZT
Ö/J
O/J
Ö/f _
Ö/J

“Rp' 15.000
Rp. _
Rp’ ” '

Ï0.O0Ö
” '8.000

Rp. 7.000
2. Uang Makan Lembur sebesar Rp. 20.000,-/org

(dibenkan kepada semua golongan secaraberturut-turut
minimal 3 Jam Lembur dan diberikan maksimal 1 kali
per hari)

O/K Rp. 20.000

3 Uang Piket dan Uang Makan
a. Uang Piket (Uang Piket hanya diberikan kepada

yang melaksanakan Piket)
O/K Rp 30.000

b Uang Makan (Uang Makan diberikan kepada
seluruh AnggotaSatuan Non ASN)

O/B Rp. 420.000



[1. Biaya Pendidikan dan Beasiswa

a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pclatihan
Pcnjcnjangan dabei ikan uang saku seluma pendidikan

No Uraian Satuan Biaya
1 Belanja DiklatPChf :

a. Diklat Penjenjangan PIM U
b. Diklai Penjenjangan PIM TH
c. Diklii Penjenjangan PIM IV

O<
O/K 7
O/K

~

Rp. 1OOÓÖ7ÖÖÖ-
^p.’ 5,000.000
Rp? 2.000.000 i

b. Biaya Penginman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pektihan Sobstautif atan
Fungsionat

Ket ; X - sesuai dengan biaya yang ditentukan penyelenggara.

No Uraian Satuan Diaya(Rp)
1 Beknja Kutsua-kursus dingbat / pclatihan / Bimtok/

Workshop ƒ Loka Kana dan sejenisnya:
a. Didalam Wilayah Kabupaten Pringsewu Uang

Saku dan Bantuan Transport Peserta
O/H Rp. 50.000

b. Keluar Wilayah Priagscwu (Provinsi Lampung):
L Biaya Kontribusi O/H X

2. Uang Saku Transport PP Peserta (sesuai
Peraturan Bupati teniang Perjalanan Dinas)

c. Keluar Wilayah Provinsi Lampung:
1. Biaya Kontribusi

O/H X

Org/Agkt X
2. L'ang Saku dan Transport PP Peserta

(sesuai Peraturan Bupati tentang Perjalanaa
Einas)

Org/Agki X

c. Biaya Pendidikan Tugas Belajar A5N yang tidak dibiayai PemerinWt Pusat, Eelaksana,
Penyelenggara

No Uraian Satuan Biaya
1 2 3 4

1. BelanjaBcasiswa Tugas Belajur D3
Dnlom Ncgcri;
a. Uang Saku, Uang makan dan pondokan
b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/

Wisuda
Luar Negeri/DowWt; Degree
a. Uang Saku, Uang makan dem pondukan
b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/

Wisuda
c Bantuan Acbnitnstrasi Keurigrasian
Catalan:
Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan
dengan tarif yang betlaku pada saat dan tempat
pendidikan yang menjadi mitra kerja.

O/B
Oig/Angk

Org/Angk
Org/Angk

Chg/Angk

Rp. 900.000
Rp. 2.500000

Rp. 2.000,000
Rp. 4 000.000

Rp, 1.500.000



ƒ 2 3 4
2. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S ]

Dalam Ncgcri.
a Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan O/B Rp 1.000,000
b. Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/ Org/Angk Rp 3.000.000

Wisuda
Luar NegeruTUu/ue Degree
a. Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan Oig/Angk Rp. 2.500.000
b. Bantuan Tugas Akbir/Buku/ReferenRi/Skripsi/ OrgMngl- Rp 5000.000

Wisuda
c. Bantuan AdministrasiKeituigrasian
Catalan:

Org/Angk Rp, 1,500.000

Besaran biaya kontnbusi peserta disesuaikan
dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat
pendidikan yang menjadi mitra keija.

3. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
Dalam Negen:
a Uang Saku, Uang makan dan pondokan O/B Rp. 1.500,000
b. Bantuan Tugas Akhn/Buku/Referenst/Skripsi/

Wisuda
OigZAngk Rp 3.000.000

Luar NegewD<?w/?F Degree
a. Uang Saku. Uang makan dan pondokan Org/Angk Rp. 3.000.000
b. Bantuan Tugas Akbtr/Buku/Refeiensi/Skripsi/ Org/Angk Rp. 6.000.000

Wisuda
c. BantuanAdministrasi Keintigra&ian
Catalan:

Org/Angk Rp. 1,500.000

Besaian biaya kontribusi peserta disesuaikan
dengan tarif yang berlaku pada saai dan tempat
pendidikan yang menjadi mitra keija

d. Biaya Pendidikan iugas Belajar bagi ASM yang seluruh biayanya ditanggung oleh
Pemerintah Pusat/Pclaksana/PcnyclGnggara

No Uraian Satuan Siaya
1. Biaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Dalam

Negert
O/B Rp. 1.000.000

2. Biaya Bantuan Uang SakuUang Makan Luar
Negeri

O/B Rp. 2 5CO 0O0

11L HeJmja Barang/Jasa Pemellharaan dan Betanja Lainnya

No Uraian Satuan Biaya Ketcrangan
_7 2 3 4 5

1. BelanjaTelepon UZB Disesuaikan Selunih OPD
2. BelamaListrik U/B dengan tagihan

rekeningBiaya Air/PAM U/B
4. Belanja KawatFruint^'/Internet 1 J/R
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Bclatija Alai Tulia Kautoi
a Pagu arggsran s/d 10O juta
b. Pagu anggaran 100 s/d 300 juta
c. Pagu anggaran 300 s/d 500 juta
d. Pagu anggaran 500 juta s/d 1 miliar
e. Pagu anggaran diatas 1 miliar

/Kegiatan
/Kegiatan
/Kegiatan
/Kegiatan
/Kegiatan

Rp. 750.000
Rp. 1.500.000
Rp. 2.000.000
Rp. 2.500.000
Rp. 3.500.000

: Umuk kegiatan
Diktat, Rimtek,
Wokshop,
Sosiaiisasi dan
kegiatan
rejenisnya
tnenyesuaikan
denganjumlah
peserta dan
kebutuhüTi

6. Befonja Dokumcntasi dan Fameran
(Khusus Pengisian Maten):
a. HUT Kabupaten Pringsewu
b. HUT Provinsi Lampung

Faket
Faket

Rp. 20.000.000
Rp. 15.000.000

Termasuk
kendaraan Juas

7, Belanja Makmian dan Minuman
a Makan Minum Rumat] Tanggi

1) Bupati
2) Wakil Bupati

b. Jauiuan Makan (Nasi Kotak)
c. Jamuan Makan (Prasmanan)

Tamu Bupati/Ketua DPRD
d. Snack Tamu Bupati/Ketua DPRD
e. Snack Kegiatan

U/B
U/B

O/Kotak
O/Porsi

O/Kotak
O/Kotak

Rp. 20.000.000
Rp. 15.000.000
Rp. 20.000
Rp. 50.000

Rp. 20.000
Rp. 8.000

—

8. Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor
Badan/Diiias/Kantor

U/T Rp. 10.000.000

9. Biaya Femetiharaan Rurnah Dinas:
a. Bupati
b. Wakil Bupati
c. Sektetaris Daernh

U/T
U/T
U/T

Rp. 50,000,000
Rp. 30 0(10 000
Rp. 20,000.000

ÏÜ. Biaya Pemeliharaan Pendopo U/T Rp. 20,000.000

11. Belanja Sewa Gedung'Kanlor/
Gudang' Tempat
a. Gedungfcantonniang ketja
b. Tempat Penyimparan/Gudang

UT
UT

Rp. 30.000.000
Rp. 15.000.000

12. Belanja Sewa Ruang Rapat/Perternuan
Ruangau/RuangRapauPci leinuan
Catatan:
Sewa gedung pertemuan Südah tennasuk
peralata* dan peiiengkapan pertemuan
'meja, kursi, svund system, dll), biaya
kebersihan dan pengamanan.

U/H Rp. 3.000.000

13. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Damt
a. Kendaraan Bermotor Bus Roda 6

Besar{tennasuk BBMdan Supir)
b, Kendaraan Bermotor Bus Roda 6

Sedang
c. Kendaraan Bermotor Roda 6 Truk
d Kendaraan Bermotor Roda 4
e. Kendaraan Bermotor Roda 2

U/H

U/H
U/H
U/H
U/H

Rp. 3.500,000

Rp, 2.300,000
Rp. 1.500.000
Rp. 500.000
Rp. 50.000

Sewa
Kendaraan
untuk Luar
Provinsi
disesuaikan
dengan Harga
Red
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14. Biaya Pemeliliaraan Kendaraan

Dimg/Operasional pada Secretariat
Daerah/Badan/Dinas/Sekwan/Bagiaii/
Camat dan Komisi
a. Biaya Reparasj & Penggantian

Suku Cadang:
1. Mobil Minibus ( 1 000-1500cc)
2. Mobil Minibus diatas 15OOcc
3, Mobil Bus %, Bus Besar,Truk
4. Sepeda Mului/Ruih Tiga

U/T
U/T
U/T
U/T

Rp. 3,500,000
Rp. 4,500.000
Rp. 5,800.000
Rp. 750.000

i

b. Biaya Servis
L Mobil Minibus (1000- 1500cc)
2. Mobil Minibus diatas 1500cc

Mobil Bus Bus Besar, Truk
4. Sepeda Motor/Roda Tigs

c. Biaya Pembelian BBM
1 . Mobil Minïbus/Pick up/Bus
2. Mobil Truk Sampah
3. Mobil Pengawalan
4. Sepeda Motor/Roda Tiga

d. Biaya Pembelian Pel tunas
1 . Mobil Minibus (1000-l500cc)
2. Mobil Minibus diatas 150(kc

3. Mobil Bus,1ruk
4, Sepeda Motor/Roda Tiga

e Pembelian Accu
T Mobil Minibus, Jeep
2. Mobil Bus,Truk
3. Sepeda Motor/Roda Tiga

f. Bantuan Pembelian Ban
Mobil Minibus(1OHO- 1 500cc)
1. Mobil Minibus diatas ISOOcc
2. Mobil Bus, Truk
3. Sepeda Motor/Roda Tiga

U/T
U/T
u/r
U/T

U/B
U/B
U/B
U/B

U/B
U/B
U/B
U/B

U/T
urr
U/T

U/T
U/T
U/T
U/T

Rp. 1.500.000
Rp. 2.000.000
Rp. 2.500.000
Rp. 500.000

Rp. 2.000.030
Rp. 2,500,000
Rp. 3000.000
Rp, 500.000

Rp. 400.000
Rp. 600.000
Rp. 600.000
Rp. 50.000

Rp. 800.000
Rp. 1.250.000
Rp. 200.000

Rp. 3.000,000
Rp 4.500.000
Rp, 6.000.000
Rp. 300.000

i

it

15 Biaya Petnelihsraan Kendaraan Dinss
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah Kabupaten dan Pimpinan
DPRD
a Bupati /Wakil Bupati

1. Biaya Reparasi dan Penggantian
sukucadang

2. Biaya Service
3. Biaya Pembelian BUM/ Premix
4. Biaya Pembelian Pdumas
5. Pembelian Accu
6. Pembelian Ban

U/T
U/T
U/B
U/B
U/T
U/T

Rp. 30.000.000
Rp. 15.000.000
Rp. 5.500.000
Rp. 1.500.000
Rp. 800,000
Rp. 000,000

1

i

[
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b. Sckiélaiis Dacruh

1. Biaya Reparusi don Penggantifin
sukti cadans

2. Biaya Service
3, Biaya Pembelian BBM/Premix
4. Biaya Pembelian Pelumas
5. Pembelian Accu
6. Pembelian Ban

nrr
U/T
U/B
U/B
U/T
LJ/T

Rp 2S ono.ooo
Rp. 10.000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 1,500.000
Rp. 800000
Rp. 3.000.000

p. DPRD Mcbil Ketua/Wakil Ketua)
1. Biaya Reparasi dan Penggantian

suku cadang
2. Biaya Service
3. Biaya Pembelian BBM/ Premix
4, Biaya Pembelian Pelumas
5, Pembelianaccu
6. Pembelian Ban

U/T
U/T
U/B
U/B
uzr
uzr

Rp. 25.000 000
Rp. 10.000.000
Rp. 5,000.000
Rp. 1.500.000
Rp. 800.000
Rp. 9.000.000

16. Belanja Jasa Kir Kendaruan Dinas/
Operasional

u/r Rp. 250.000

17. Belanja Surat Tanda Nomar
Kendaraan (STNK);
a. Kendaraan Dinas Bupati dan Wakii

Bupati
1. Kendaraan Dinas Bupati
2. Kendaraan Dinas Wakil Bupat

b. Kendaraan Dinas/Opeiasiona!
1. Kendaraan roda6
2. Kendaraan roda 4
3. Kcndaraau roda 3
4 kendaraan rada 2

U/T
U/T

U/T
U/T
U/T
U/T

Rp 7 500.000
Rp, 2,500.000

Rp. 2.500.000
Rp. 2.000.000
Rp. 250.000
Rp, 200.000

r

18. Belonjs Sewa Alat Berat
a Belanja Sewa Eskavator
b. Belanja Sewa Buldoser

U/J
U/J

Rp, 250.000
Rp. 200.000

19 Biaya Asuransi Kendaraan Dinas
Roda Empat U/T Rp. 6.000.000 j

20. BelNija Sewa Meja dan Kursi
a. Sewa Meja (Pcuerima Tamo)
b. Sewa Kursi l ipat (1 J pat Standar)
c. Sewa MejaKursi (Sova Ketas VIP)
d. Sewa Sarung Kursi
c. Sewa Meja VIP

U/K
U/K
U/K
U/K
U/K

Rp. 15.000
Rp. 3.000
Rp. 50,000
Rp. 4.000
Rp. 75.000

!
k

21 Belanja Sewa Generator
a. Sewa Genset Kekuatan 10.000

Watt
b. Sewa Genset Kekuatan 10.000

Wan (Biasa)

U/H

U/H

Rp. 1.500.000

Rp. 1.000.000

J
£
t

n. Belanja Sewa Terida/Tarub/Panggung
Sewa Tenda

U/K Rp. 200.000
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23. Bclonja Sewa Pakaian Adat/

Traditional
Sewa Pakatan Adat Tradisional
(Sudah ieimasnk Ongkos Make Up}

Set/Kgt Rp. 200.000 ' i
1

24 Belanja Sewa Perlengkapan/Dekorasi
a Sewn Panggung ukuran 12m x 10m

Panggung
b, Sewa Lighting (Tata Cahaya)

Lighting

Set/Kgt

Set/Kgt

Rp, 3,500.000

Rp. 7 500 000

c. Sewa Sound System (Tata Suara)
1. Sound System Kekuatan 5.000 w
2. Sound System Kekaatan

IO.OOOw
3. Sound System Kekuatan 20,0Q0w
4. Sound System Kekuatan 30.000w

d. Sewa Karpet Ukuran 6 tn k 8 m
Karpet

c. Sewa Pekorasi Taman Dckorasi
Taman

Set/Kgt
Set/Kgt

Sct/Kgt
Set/Kgt

M/kgt

Set/Kgt

Rp. 3.500,000
Rp. 7.500.000

Rp. 15.000,000
Rp 17 500 000

Rp. 5.000
Rp. 1000.000

1

2$. Belanja Pakaian Dinas dan Atribirtnya
a BelAnja Pakaian Dinas Marian

(PDH) Bupati, Wakil Bupati,
Sekda/DPRD dan ASN
I . Pakaian Dinas Bupali/Wakil

Rupati
2. Pakaian Dinas DPRD, Sekda
3. Lsehn II
4, Eselnn HI
5. Eselon IV dm Staf
6, Staf Pakaian Pol PP dan

Pemadam Kebakaran
7. Pakaian Khusus Protokol

b. Belanja Pakaian Sipil Harian
(PSH)
1. PSH Bupati/Wakil Bupati
2. PSH DPRD Selrda

e. Belanja Pakaian Sipil Lengkap
(PSL)
i . PSL Bupati/Wakil Bupati
2, PSL DPKD, Sekda

d Belanja Pakaian Dinas Upacara
(PDU)
PDU Bupati/Wakii Bupati

/stel

/stel
/stel
/stel
/stel
/stel

/stel

/stel
/stel

/stel
/stel

/stel

Rp. 1.750.000

Rp. 1.600,000
Rp 1.000,000
Rp. 750.000
Rp. 500.000
Rp 5OOOBO

Rp. 500.000

Rp. 3.000,000
Rp 2.500.000

Rp. 3.75O.OOO
Rp. 3.500.000

Rp. 3.750.000

i

f

e. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
1. PSR Bupati, Wakil Bupati
2. PSR DPRD, Sekda

f Belanja Pakaian Adat
I. Bupati/Wakil Bupati
2. DPRD, Sekda

/stel
/stel

/stel
/stel

Rp. 3.500.000
Rp, 3.000.000

Rp. 3.000.000
Rp. 3.000.000
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26. Belanja Pakaian Han-hari/Khusus
(Batik Kegiatan MTQ, HUT
Kabupaten. dan HUT Provinsi)
a. Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD
b. Anggota DPRD, Sekda
c Asisten dan Eseton n
d. Eseton TH
e. Eseton IV dan Staf

/stel
/stel
/stel
/stel
/stel

Rp. 1.000.000
Rp. 750.000
Rp. 500.000
Rp. 400.000
Rp. 300.000

Diberlakukan
hanya dalam 3
(liga) kegiatan
tersebut

1

27. Honorarium Peserta Kegiatan dan
Biaya Trensport/konsumsi dan uang
saku bagi Anggota Masyarakat,
Kelompok Tani, OKP, Oimas dan
Siswa yang difunjnk metaksanakan
kegiatan
a. Didalam Witayah Kabupaten

PringBewu
b. Keluar Wilayah Kabupaten

Pringsewu dalam Provinsi
Lampung

c. Keiaar Wilayah Kabupaten
Pringsewu Luar Provinsi Lampung

O/H

OM

OM

Rp. 50.000

Rp. 150.000

Rp, 230.000

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEM PRINGSEWU TAHUN 2017
NOMOR
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